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M engingat

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatgibrmerupakan

urusan wajib bagi Pemerintah Kota Pasuruan dalamgkea memberikan
perlindungan, pengakuan dan penentuan status piilagdstatus hukum
setiap Peristiwva Kependudukan dan Peristiva Pentargy dialami oleh
penduduk di Kota Pasuruan yang berada di dalam dialuar Kota
Pasuruan;

. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanadang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanilupedanya
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Admsiikiependudukan;

. bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04nT2005 tentang

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sudah tidakai selengan
perkembangan dinamika penduduk serta perundangigada yang
berlaku, sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksiadhuruf a, b

dan c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang dhamygaraan
Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun4l$ntang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecilalva (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1%§dtang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 7d®r4 Nomor I,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No®i®)3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun2l8htang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesiaunal992 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoN8#i74);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun22@nhtang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Ind@an&ahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik IreianBlomor
4235);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun42@htang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembatagara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahandagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
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Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ésirrahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republikniesla Nomor
4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kaliadebgdang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaragake Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembargardleRepublik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun62@éntang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Repulbfidonesia
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran NegarauldRkp
Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaggaaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Ind@d&ahun 2006
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indant®mor
4634);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentandaftaran Orang
Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun41Bemor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N&iG@y;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Quiia975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Ndmbahun 1974
tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik lesianTahun 1975
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Inglanslomor
3050 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46iid 982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah THEnhgk Pasuruar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Mat&pTambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241 );

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentandonkan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penarinkderah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norh65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ndis@3);

Peraturan PemerintdRepublik IndonesidNomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ntenta
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Repulbttidonesia
Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Riepotionesia
Nomor 4736);

Peraturan PemerintdRepublik Indonesid&Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negarablkepulonesia
Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara bRkepu
Indonesia Nomor 4768);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2@h€ang Pedoman
Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Begduduk
Rentan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2@h@ang Formulir
dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran PendddakPencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 7&008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukedaatatan Sipil;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 mn&004 tentang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2Q68tang
Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangkin Katuarga, Kartu
Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Aldsatan Sipil;
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Memtgama Nomor
125 Tahun 2003 dan Nomor 532 Tahun 2003 tentan@pBen
Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, CeraRdpuk;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun @&008ng urusan
Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kaard®m Tahun
2008, Nomor 05).



Dengan Per setujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Menetapkan

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan.

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sgpd Rasuruan..
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai peaitdgerah.
Kelurahan adalah eilayah kerja lurah sebagai p&eandaerah dalam
wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan disingkat KUA Kecaladd satuan
kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talakj dan rujuk pada
tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama.lslam

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang peragama Islam
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegigianataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Keplekdn melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaasiormasi
Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan nigasiluntuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dam@asing yang
bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Pasuru

Pendatang adalah penduduk WNI, Orang asing yangdbsud tinggal
sementara di Kota Pasuruan dalam jangka waktu ‘& $ampai dengan
satu tahun.

Tamu adalah WNI, Orang asing dan atau setiap oyang melakukan
kunjungan singkat di Kota Pasuruan yang lamanyarigudari “X” hari.
Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNiladd orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa daig gisahkan dengan
undang-undang sebagai WNI.

Orang asing adalah orang bukan WNI.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yangbiiken oleh
dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai akdt dutentik yang
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran pendudukpdanatatan sipil.
Data Kependudukan adalah data orang perseorangandata agregat
yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan peadai penduduk dan
pencatatan sipil.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodataighgndpencatatan
atas pelaporan peristiwa kependudukan dan penda@iuduk rentan
administrasi kependudukan serta penerbitan dokukegpendudukan
berupa kartu identitas atau surat keterangan kejoerkdn.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dial@enduduk yang
harus dilaporkan karena membawa akibat terhadageripésn atau
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atkun/ surat
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keterangan kependudukan lainnya meliputi pindarardgat perubahan
alamat, serta status tinggal terbatas menjadi dilnggap.

Biodata adalah keterangan yang berisi elemen datéartg jatidiri,
informasi dasar serta riwayat perkembangan darbpban keadaan yang
dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Nomor Induk Kependudukan, disingkat NIK, adalah pondentitas
penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal deiekat pada
seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia

Kartu Keluarga, disingkat KK, adalah kartu idertitieluarga yang
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan kelaarga, serta
identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk, disingkat KTP, adalah idestiesmi penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kepelukan dan catatan
sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara KeaatuRepublik
Indonesia (NKRI).

Kartu Penduduk Sementara adalah identitas pendydug bersifat
sementara sebagai bukti diri yang diterbitkan alefas kependudukan
dan catatan sipil yang berlaku di Kota Pasuruan.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa pentmg dialami oleh
seseorang dalam register pencatatan sipil pada.dina

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakyencatatan
peristiwva penting yang dialami oleh seseorang pai@as yang
pengangkatannya sesuai dengan peraturan perunddaggan.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami clebeorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, pea@ar, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan daamperubahan
status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan,apelar perceraian
dan peristiwa lainnya.

Kelahiran adalah peristiwva kemunculan atau pemissagkap bayi dari
ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebui@yunjukkan bukti-
bukti kehidupannya.

Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kagdn yang berumur
paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu paakt slilahirkan tanpa
menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seofamg dan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membekeélikarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketnhéarag Maha Esa.
Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan s#suai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnyawiaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pembatalan perceraian adalah penetapan batalny@ergian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Kematian adalah tidak adanya secara permanen Bekehidupan pada
saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang linkagahak anak
dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, yeaag sah, atau orang
lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pdadidi dan
membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkunganaidggduorang tua
angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan gdangad

Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayahagerbadknya yang
lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujia kandung anak
tersebut.

Pengesahan anak adalah pengesahan status seaakrnygiag lahir di luar
ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan peawedua orang tua
anak tersebut.
Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atganbaya nama
seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkamaiseésmgan hukum
yang berlaku.



38.

39.

40.

4].

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan statasgknegaraan
dari seorang WNI menjadi WNA atau seorang WNA meinyaN| sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yangetdpkan oleh
pengadilan negeri untuk dicatatkan pada dinasrafda perubahan jenis
kelamin.

Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anakhagalacatatan
pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatwegpulilik Indonesia
(NKRI) dalam buku pelaporan peristiwa penting damperian stempel
pada dokumen kependudukan tersebut.

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diken kepada orang
asing untuk tinggal di wilayah NKRI dalam jangkakiwayang terbatas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang dibarnkkepada orang asing
untuk tinggal menetap di wilayah NKRI sesuai dengagraturan
perundang-undangan.

Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil ydibgri tugas dan
tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan tipexis
kependudukan dan peristiwa penting serta pengelalaa penyajian data
kependudukan kelurahan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, disaigiSIAK adalah
sistem informasi yang memanfaatkan teknologi infsshdan komunikasi
untuk memfasilitasi pengelolaan informasi admiaisittkependudukan di
tingkat penyelenggara dan dinas sebagai satu kesatu

Data pribadi adalah data perseorangan tertentu gemngpan, dirawat,
dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaanny

Petugas Rahasia Khusus adalah petugas resersetdgagintelijen yang
melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.

Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi \ditegbitkan oleh
departemen/lembaga pemerintah non departemen adan bhukum
publik dan badan hukum privat yang terkait dengdaniitas penduduk,
selain dokumen kependudukan.

Database adalah kumpulan berbagai jenis data kedekdn yang
tersimpan secara sistematik, terstruktur dan sdlierpubungan dengan
menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dagga komunikasi
data.

Data center adalah tempat/ruang penyimpanan pextuggita base pada
penyelenggara kota yang menghimpun data kependuodlikas.

Hak akses adalah hak yang diberikan oleh ment@ada petugas yang
ada pada dinas untuk dapat mengakses databasedkdpkan sesuai
dengan izin yang diberikan.

Pengguna data pribadi adalah Instansi pemerintah s¥easta yang
membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Hari adalah hari kerja.

BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayadministrasi

kependudukan yang meliputi :

a.dokumen kependudukan;

b.pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

c. perlindungan atas data pribadi;

d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

e.informasi mengenai data hasil pendaftaran penduwthik pencatatan
sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan



f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akilesallahan dalam
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sertgalsrgunaan data
pribadi oleh dinas.

(2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayadamnistrasi
kependudukan yang meliputi :

a. surat keterangan pendatang; dan/

b. pelayanan pencatatan sipil.

(3) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayadamnistrasi
kependudukan yang meliputi :

a. surat keterangan tamu; dan/

b. pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kepeokla dan peristiwa
penting yang dialaminya kepada Dinas dengan mememerByaratan yang
diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencadgid.

Pasal 4

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penyizngg dialaminya dan
atau keluarganya kepada dinas.

(2) Bagi anggota perwakilan negara asing beserta Ilgdoga dapat
memperoleh pelayanan pencatatan peristiwa pendéinglohas.

BAB II1

KEWENANGAN PENYELENGGARA
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

K epala Daerah

Pasal 5

(1) Kepala Daerah berkewajiban dan bertanggung javasbpsnyelenggaraan
administrasi kependudukan.

(2) Kepala Daerah menugaskan kepada Dinas untuk maklea urusan
administrasi kependudukan.

Bagian Kedua
Dinas
Pasal 6

(1) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanalrusan
administrasi kependudukan sebagaimana dimaksudchd@éesal 5 ayat (2)
yang meliputi :

a. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatptin si

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional dkep&tiap
penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan paraafpenduduk
dan pencatatan sipil;

c. menerbitkan dokumen kependudukan;

d. menerbitkan surat keterangan pendatang dan stexkgan tamu;

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas meadafienduduk
dan pencatatan sipil;

f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disakgma oleh
penduduk, pendatang dan tamu dalam pelayanan parsstapenduduk
dan pencatatan sipil;



g. melakukan pengkajian dan mengembangkan SIAK sedeagan
peraturan perundang-undangan;

h. melakukan pengkajian penyelenggaraan administegeridudukan;

i. mengolah dan menyajikan data statistik kependududam statistik
vital;

ji. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran pendigulpencatatan
sipil;

k. melakukan  koordinasi  penyusunan kebijakan perkegdran
kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakperkkidukan.

(2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud padt (1) huruf a
untuk pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi pdoluyang beragama
Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Ksssuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud padt (1) huruf a
untuk pencatatan perceraian bagi penduduk yangghma Islam
dilaksanakan di pengadilan adama sesuai denganugeraperundang-
undangan.

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan administrasi kependudukargsDmempunyai

kewenangan meliputi:

a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentanptiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dilapopgarduduk;

b.memperoleh data tentang perceraian, pengangkatak, @erubahan
nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya damipatalan akta
pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasduspn atau
penetapan pengadilan;

c. memperoleh data pencatatan nikah, talak, rujuk pagneluk agama
Islam dari KUA Kec ;

d. memperoleh data perubahan status kewarganegam&aar wilayah
departemen hukum dan hak azasi manusia;

e.mengajukan Kklarifikasi atas putusan/penetapan piagayang tidak
sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencpggistiva penting;

f. menolak permintaan pengguna data pribadi pendudwdngy
pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan pergnaiangan.

(2) Tata cara perolehan data, klarifikasi dan penoladmagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturapdfa Daerah.

Bagian Ketiga
Pgjabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 8

(1) Pejabat pencatatan sipil terdiri atas :
a. kepala dinas;
b. pejabat fungsional yang diangkat sebagai pejabatgtatan sipil
(2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud awafa (1) huruf b
diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas uUsepala dinas dari
pegawai negeri sipil.
(3) Pejabat pencatatan sipil mempunyai tugas :
a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan persstipenting yang
dialami penduduk;
b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas periggnting yang
dilaporkan oleh penduduk;



c. melakukan pencatatan atas peristiwva penting yatapatkan oleh
penduduk pada register akta pencatatan sipil;

d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta peanatgil;

e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;

f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipity yaengalami
kesalahan tulis redaksional.

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya pejabat pencatagh dambil
sumpahnya oleh walikota.

(5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadastiywaripenting yang
dialami oleh pejabat pencatatan sipil sendiri dan &eluarga dalam garis
lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh pejpbacatatan sipil
lainnya.

(6) Dalam hal pejabat pencatatan sipil lainnya sebamaamdimaksud pada
ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandaamgakta pencatatan
sipil dilakukan oleh walikota.

(7) Dalam hal pejabat pencatatan sipil sebagaimanakdumapada ayat (1)
huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan pepdatatatan sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belamgkiat atau belum
ada, maka penandatanganan akta pencatatan sgkUkiin oleh asisten
sekretaris daerah bidang tata praja.

(8) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pgaa (1)huruf b
bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(9) Persyaratan dan tata cara pengangkatan pejabaatgtamc sipil diatur
lebih lanjut dalam peraturan walikota.

Pasal 9

(1) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani :

. biodata penduduk;

. KK;

KTP;

. surat keterangan pindah penduduk WNI antar kabofjate dalam
satu provinsi dan antarprovinsi;

e. surat keterangan pindah datang penduduk WNI ardgbupgaten/kota
dalam satu provinsi dan antarprovinsi;
surat keterangan pindah datang penduduk orang dsilagn wilayah
NKRI;

g. surat keterangan pindah ke luar negeri;

h. surat keterangan datang dari luar negeri;

[

J

k

l.

O Qo

oo

-

I. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asnggal terbatas;
]. surat keterangan kelahiran untuk orang asing;
. surat keterangan lahir mati untuk orang asing;
surat keterangan kematian untuk orang asing;
m.surat keterangan pembatalan perkawinan;
n. surat keterangan pembatalan perceraian; dan
0. surat keterangan pengganti tanda identitas;
(2) Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan matasugdni :
a. surat keterangan pindah penduduk WNI antar kecamadaédam satu
daerah; dan
b. surat keterangan pindah datang penduduk WNI aetarkatan.
(3) Lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan matemghani :
a. surat keterangan pindah datang penduduk WNI daddunkelurahan;
b. surat keterangan pindah datang penduduk WNI artardhan dalam
satu kecamatan;
c. surat keterangan kelahiran untuk WNI,
d. surat keterangan lahir mati untuk WNI; dan
e. surat keterangan kematian untuk WNI;
(4) Pejabat pencatatan sipil menerbitkan dan menargtaakta pencatatan
sipil.



Paragraf 2
Petugas Registrasi

Pasal 10

(1) Petugas registrasi diangkat dan diberhentikan lééggala Daerah atas usul
Kepala Dinas.
(2) Petugas registrasi memiliki tugas :

a.

b.

C.

d.

e.

f.

g.

membantu lurah dan dinas dalam memberikan pelaypaadaftaran
penduduk dan pencatatan sipil;

verifikasi dan validasi data atas peristiwa kepet@an yang
dilaporkan oleh penduduk WNI,

verifikasi dan validasi data atas peristiwa penkhgsusnya kelahiran,
lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh pend#Ud/NI;
pencatatan peristiva kependudukan dan peristiwéingedalam buku
harian kependudukan dan peristiwa penting, bukwasagenduduk dan
buku induk penduduk;

pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan;

penyerahan dokumen kependudukan kepada penduduk;
membantu lurah dalam pengelolaan dan penyajian kaggtandudukan
berskala kelurahan.

(3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan petugasrasigidiatur lebih
lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB |V
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu

Data K ependudukan

Pasal 11

(1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangafatda data agregat
penduduk.
(2) Data perseorangan meliputi :

CHVWSNQTOSITATTSQ 00T

nomor KK;

NIK;

nama lengkap:

jenis kelamin;

tempat lahir;
tanggal/bulan/tahun lahir;
golongan darah;
agama/kepercayaan;
status perkawinan;

status hubungan dalam keluarga;
cacat fisik dan/atau mental,
pendidikan terakhir;

. jenis pekerjaan;

NIK ibu kandung;

nama ibu kandung;

NIK ayah;

nama ayah;

alamat sebelumnya;

alamat sekarang;

kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;



V.
W.

kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
nomor akta perkawinan/buku nikah;

X. tanggal perkawinan;

Y.
Z.

kepemilikan akta perceraian;
nomor akta perceraian/surat cerai; dan

aa.tanggal perceraian.
(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangany y@erupa data
kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 12

(1) Dokumen kependudukan meliputi:

a.
b.
C.
d.
e.

(2) Su

biodata penduduk:

KK;

KTP;

surat keterangan kependudukan: dan

akta pencatatan sipil.

rat keterangan kependudukan sebagaimana dimgiada ayat (1)

huruf d meliputi:

DT OS g ATTSTQTTODQ0 T

Surat
nama

. surat keterangan pindah:
. surat keterangan pindah datang:

surat keterangan pindah ke luar negeri;

. surat keterangan datang dari luar negeri;
. surat keterangan tempat tinggal:

surat keterangan kelahiran;

. surat keterangan lahir mati;
. Surat keterangan pembatalan perkawinan;

surat keterangan pembatalan perceraian;

surat keterangan kematian;

surat keterangan pengangkatan anak;

surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indpnesi

.surat tanda bukti pelaporan peristiwa penting dr hegeri;
. Surat keterangan pengganti tanda identitas;

. surat keterangan pencatatan sipil;

. Surat keterangan perkawinan; dan

. Surat keterangan perceraian.

Pasal 13

keterangan kependudukan paling sedikit merketrangan tentang
lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggdlirlaagama, alamat,

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yaalguhi oleh seseorang.

BAB V
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 14

(1) Setiap penduduk diberikan NIK.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitketelah dilakukan

pe

ncatatan biodata penduduk.

(3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.

10



(4) NIK tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan sdm

(5) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukam dokumen
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

(6) Persyaratan dan tata cara penerbitan NIK diatuih lédnjut dalam
Peraturan Kepala Daerah..

Bagian Kedua

Pencatatan dan Penerbitan Biodata penduduk, Kartu Keluarga
dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata penduduk

Pasal 15

(1) Penduduk WNI dan orang asing wajib melapor kepad@ad untuk
dicatatkan biodatanya.

(2) Penduduk WNI, orang asing yang memiliki izin tinggabatas dan orang
asing yang memiliki izin tinggal tetap yang datadegi luar daerah atau
dari luar wilayah NKRI karena pindah, wajib melagepada Dinas untuk
dicatatkan biodatanya.

(3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimakdadagat (1) dan (2)
dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhidatabase
kependudukan.

(4) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimakdachgat (3) sebagai
dasar penerbitan biodata penduduk.

(5) Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata pekdadbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalamafeean Kepala Daerah.

Pasal 16

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangatahg nama, tempat dan
tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secaagkap, serta perubahan data
sehubungan dengan peristiwva kependudukan dan iwarigienting yang
dialami.

Paragraf 2
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 17

(1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluargangpad#ta Dinas
melalui lurah dan camat sebagai dasar penerbitan KK

(2) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap meld@m susunan
keluarganya kepada dinas, sebagai dasar peneki{tan

(3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala dinas

(4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaiciar@ksud pada ayat
(3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Rher

Pasal 18

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, neangkap kepala
keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelaralamat, tempat lahir,
tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, stgerkawinan, status
hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumégrasi, nama
orang tua.

(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dithglesla ayat (1)
bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagaiadi luar agama
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yang diakui oleh peraturan perundang-undangan bhtgi penghayat
kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.

(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bedakuk selamanya,
kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

(4) KK diterbitkan dan diberikan oleh dinas kepada peluk WNI dan orang
asing yang memiliki izin tinggal tetap.

(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikamhsaatu dasar
penerbitan KTP.

(6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Kkgaebana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturapdfa Daerah.

Pasal 19

(1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izinggjal tetap hanya
dipebolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkandeefpanas paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pehdra

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada @yat Dinas
mendaftar dan menerbitkan KK.

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Pasal 20

(1) Setiap penduduk WNI dan orang asing yang mkmni#in tinggal tetap
dan telah mencapai umur 17 tahun atau telah kateia pernah kawin
wajib memiliki KTP.

(2) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh kep2ateas.

(3) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP sebaga dimaksud pada ayat
(2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepalarahe

Pasal 21

(1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izinggjal tetap yang
telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telahirkatau pernah kawin
wajib memiliki KTP.

(2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yaemiliki izin tinggal
tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahurbwagimiliki KTP.

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayabg2dku secara
nasional.

(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa bef&Ke kepada
Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa peatst bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (ayshanya
diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 22

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasilpeta wilayah
NKRI, memuat keterangan tentang NIK, nama, temgagdal lahir, laki-
laki atau perempuan, agama, status perkawinanngafodarah, alamat,
pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa betkakypat dan tanggal
dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, sertauaenama dan
nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud gyada(1l) bagi
Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agamdadarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagjhggat kepercayaan
tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat daldatabase kependudukan.
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(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dissdiruang untuk
memuat kode keamanan dan rekaman elektronik peacateristiwa
Penting.

(4) Masa berlaku KTP :

a. untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
b. untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan demgasa berlaku izin
tinggal tetap.

(5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahib@ridkTP yang
berlaku seumur hidup.

(6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTdgaetana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturapdla Daerah.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 23

(1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduebéga akibat
perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.

(2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayaliléukan atas
terjadinya :
a. pemekaran wilayah kecamatan, kelurahan, rukunggtrukun warga;
b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah kecanietiamahan,

rukun tetangga/rukun warga;

c. perubahan nama jalan/kelurahan/kecamatan/kota.

Pasal 24

(1) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimakaiadchdPasal 23
ayat (1), berupa :
a.KK dan KTP untuk penduduk WNI dan orang asing yaremiliki izin
tinggal tetap;
b. SKTT untuk orang asing yang memiliki izin tinggefltatas.
(2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimakadd ayat (1)
diberikan kepada penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 25

(1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduéblgamana
dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan membeamukpendataan
yang diketuai oleh kepala dinas yang beranggotakaar instansi terkait.

(2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat padendokpendaftaran
penduduk oleh dinas diatur lebih lanjut dalam Reeat Kepala Daerah.
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Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dalam Daerah

Pasal 26

(1) Setiap perpindahan penduduk WNI yang pindah dalaemath dilaporkan
kepada kelurahan untuk perpindahan dalam satu dtear atau
perpindahan antar kelurahan dalam satu kecamatankelgada Camat
untuk perpindahan antar kecamatan.

(2) Perpindahan penduduk WNI dalam satu kelurahan fianga merupakan
perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkamatsketerangan pindah.

Pasal 27

(1) Setiap perpindahan penduduk orang asing yang nhkenin tinggal
terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggep yang bermaksud
pindah dalam daerah melapor kepada dinas.

(2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu kelrgang hanya
merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidakrhkiikan surat
keterangan pindah.

Pasal 28

(1) Kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindatelam daerah
dilaporkan kepada kelurahan paling lambat 30 (pigiah) hari kerja sejak
tanggal diterbitkannya surat keterangan pindah.

(2) Kedatangan penduduk orang asing yang memilikitinggal terbatas atau
orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yangkibatkan perpindahan
dalam daerah dilaporkan kepada Dinas paling lar@d&tiga puluh) hari
kerja sejak tanggal diterbitkannya surat keterarpjadah.

Pasal 29

(1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalarh ZBasdicatatkan
perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi pdoluyang telah
berusia 17 Tahun atau sudah kawin atau pernah lditénikan KTP baru.

(2) Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangandwgndleh kelurahan
dan atau dinas diatur lebih lanjut dalam Peratiigpala Daerah.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 30

(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah datang dari Idaerah,
melaporkan kedatangannya kepada kelurahan pahmigaia30 (tiga puluh)
hari kerja sejak tanggal diterbitkannya surat ketgan pindah dari luar
daerah.

(2) Penduduk orang asing yang bermaksud pindah datanguér daerah,
melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling la@bgtiga puluh)
hari kerja sejak tanggal diterbitkannya surat ketgan pindah dari luar
daerah.

Pasal 31

Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaiman&silichaalam Pasal 30,
dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK 8@agi penduduk yang
telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau peraaim diberikan KTP
baru.
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Pasal 32

(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah datang ke larath, melaporkan
kepindahannya secara berjenjang kepada kelurabaamatan dan Dinas.

(2) Penduduk orang asing yang memiliki izin tinggab#tas atau orang asing
yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksuddaih datang ke luar
daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.

(3) Bedasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada(Byalan (2)
diterbitkan surat keterangan pindah oleh dinaskieid yang bersangkutan
dicabut.

(4) Persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah daienduduk oleh
kelurahan dan atau dinas diatur lebih lanjut dal@eraturan Kepala
Daerah.

Bagian Keempat
Pelaporan Pendatang dan Tamu

Pasal 33

(1) Setiap pendatang melaporkan kedatangannya ke Ralunaaling lambat
2 x 24 jam sejak tanggal kedatangan.

(2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke keluraddamgpambat 2 x 24
jam sejak tanggal kedatangan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (dyatlan (2)
diterbitkan surat keterangan pendatang atau swatardngan tamu oleh
lurah.

(4) Persyaratan dan tata cara pelaporan pendatanguandiatur lebih lanjut
dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu

Asas Pencatatan
Pasal 34

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh pendugleikcatatannya dilakukan
berdasarkan asas peristiwa.

Bagian Kedua

Pencatatan kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 35

(1) Setiap kelahiran yang terjadi di daerah wajib ditkgn oleh orang
tuanya ke dinas, paling lambat 60 (enam puluh) lkajak tanggal
kelahiran.

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada(Byallakukan
dengan memperhatikan :

a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;

b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI,;

c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;

d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orasmg;
e. Orang asing pemegang izin kunjungan; dan
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f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau kelaaradrang tuanya.

(3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat meyarahlukti
perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap ditaksn sebagai anak
seorang perempuan.

(4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidiktahui asal
usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatéetapadilaksanakan
sebagai anak yang tidak diketahui orang tuanya.

(5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada (&yatanpa
dipungut biaya.

(6) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiramaeizna dimaksud
pada ayat (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalReraturan Kepala
Daerah.

Paragraf 2

Pelaporan Kelahiran Penduduk Di Luar Wilayah
Negara kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

(1) Setiap kelahiran WNI yang terjadi di luar wilayatKRI dicatat sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporgleh orang
tuanya ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hagjak yang
bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat daerhitkan tanda bukti
pencatatan kelahiran di luar wilayah NKRI.

(3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran aiefiegpa dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kefhdarah.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran WNI yang terjadi di atas Kapal L aut
atau Pesawat terbang

Pasal 37

(1) Setiap kelahiran WNI yang terjadi di atas kapal latau kapal terbang
wajib dilaporkan oleh orang tua ke dinas di temjppgtian atau tempat
singgah.

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud padélayidlasarkan surat
keterangan kelahiran dari nakhoda atau pilot.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiragaetana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kefhdarah.

Paragraf 4
Pencatatan Kelahiran Yang Meampaui Batas Waktu

Pasal 38

(1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas wakt(er@@m puluh) hari
sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kefglsedelah mendapatkan
persetujuan Kepalaibas

(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktsatl)(tahun sejak
tanggal kelahirandilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan
Negeri.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiragaetsma dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kefzdarah.
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Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati WNI dan Orang Asing di Daerah

Pasal 39

(1) Setiap lahir mati penduduk WNI yang terjadi di ddewajib dilaporkan ke
kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari segiggal lahir mati.

(2) Setiap lahir mati orang asing yang terjadi di daesajib dilaporkan ke
dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tatdahir mati.

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada(Byaan (2)
diterbitkan surat keterangan lahir mati oleh lubalyi penduduk WNI dan
oleh Kepala Dinas bagi orang asing.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dandata pencatatan lahir
mati sebagaimana dimaksud pada ayatdél) (2)diatur dalam Peraturan
Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daer ah

Pasal 40

(1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkaastupan perundang-
undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutgad@ Dinas paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawina

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (ayatpejabat
pencatatan sipil mencatat pada register akta pémkawdan menerbitkan
kutipan akta perkawinan.

(3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pgda (2) masing-
masing diberikan kepada suami dan istri.

(4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinagaetana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturapdfa Daerah

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 41

(1) Pencatatan perkawinan yang dilaporkan kepada Dirtasmasuk
perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilgememeliputi :
a. perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbgdma;

b. perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan pkt&awinan.

(2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetagagadilan negeri
sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf a, dalagistee akta
perkawinan dan kutipan akta perkawinan, pencatgtanberdasrkan
penetapan Pengadilan Negeri bukan berdasarkan gsrage salah satu
agama.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinagaetana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturapdfa Daerah.
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Paragraf 3
Pencatatan Perkawinan Antar Warga Negara Asing

Pasal 42

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalaat ®a dan Pasal 32
berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negaragdsang dilakukan di
daerah.

Paragraf 4

Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Wilayah
Negara K esatuan Republik Indonesia

Pasal 43

(1) Setiap perkawinan penduduk WNI yang terjadi di wdayah NKRI dan
dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-uaangwajib
dilaporkan oleh yang bersangkutan ke dinas paangpht 30 (tiga puluh)
hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

(2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat daerbitkan tanda bukti
pelaporan perkawinan WNI di luar wilayah NKRI.

(3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinargaetsna dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturapdfa Daerah.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 44

(1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan gdehduduk kepada
dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sétglatusan pengadilan
tentang pembatalan pekawinan mempunyai kekuatamhntgtap.

(2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencabut kuéika perkawinan dan
memberikan catatan pinggir pada register akta peénlen serta
menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memhé@ahpencatatn
pembatalan perkwainan kepada dinas atau UPTD sigtalfaksana tempat
pencatatan peristiwa perkawinan.

(4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembataleawp®ain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalamafeean Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 45

(1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bejsatan kepada Dinas
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusanggéilan tentang
perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (ayatpejabat
pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada reggter perceraian dan
menerbitkan kutipan akta perceraian.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memhé@ahpencatatan
perceraian kepada dinas atau UPTD instansi pelakiggmpat pencatatan
peristiwa perkawinan.
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(4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraiagas@iana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturapdfa Daerah.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian WNI di Luar Wilayah
Negara K esatuan Republik Indonesia

Pasal 46

(1) Setiap perceraian penduduk WNI yang terjadi di wdayah NKRI dan
dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-uadaveyib dilaporkan
oleh yang bersangkutan ke dinas paling lambatig@ fiuluh) hari sejak
yang bersangkutan kembali ke daerah.

(2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat daerbitkan tanda bukti
pelaporan perceraian di luar wilayah NKRI.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraiagas@iana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturapdfa Daerah

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 47

(1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yangamgkutan
kepada thas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelahtusan
pengadilan tentang pembatalan perceraian memplkajaiatan hukum
tetap

(2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas memberikartaoaainggir pada
register akta perceraian dan mencabut kutipan akiaeraian serta
menebitkan surat keterangan pembatalan perceraian.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkemajiemberitahukan
hasil pencatatan pembatalan peceraian kepada BiaasUPTD instansi
pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

(4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalegrgan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalamafean Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 48

(1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh &eja atau yang
mewakili kepada dinagaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
kematian.

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada(Byatlibedakan
antara :

a. penduduk daerah;
b. penduduk luar daerah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (ayatpejabat
pencatatan sipil pada dinas mencatat pada regitier kematian dan
menerbitkan kutipan akta kematian.

(4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematianas@laag dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kefhdarah.
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Paragraf 2

Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau M ati
Tetapi Tidak Ditemukan Jenasahnya

Pasal 49

(1) Pencatatan kematian sesorang karena hilang atau tetapi tidak
ditemukan jenasahnya, dicatat pada dinas di tetimagal pelapor setelah
adanya penetapan pengadilan tentang kematian aagekarena hilang
atau mati tetapi tetapi tidak ditemukan jenasahnya.

(2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat gapstar akta kematian
dan menerbitkan kutipan akta kematian.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematianaselaag dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kefzdarah.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian Y ang Ditemukan Jenasahnya
Tetapi Tidak diketahui Identitasnya

Pasal 50

(1) Pencatatan kematian sesorang yang ditemukan jemasdktapi tidak
diketahui identitasnya, dilaksanakan oleh dinagtednpat diketemukan
jenasahnya berdasarkan surat keterangan dari &egooli

(2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas menerbitkat keterangan kematian.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematianas@laaig dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kefhdarah.

Paragraf 4

Pelaporan Kematian di Luar Wilayah
Negara K esatuan Republik Indonesia

Pasal 51

(1) Setiap kematian penduduk di luar wilayah NKRI ditatesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan @eing tua atau
keluarga ke dinas, paling lambat 30 (tiga Puluhji ls®jak tanggal
kematian penduduk.

(2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat daerbiitkan surat tanda
bukti kematian di luar negeri.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematianas@laag dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kefzdarah.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 52

(1) Setiap pengangkatan anak yang kelahirannya di ldagagib dilaporkan
oleh orang tuanya kepada Dinaaling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
salinan penetapan pengadilan diterima oleh penduduk

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (ayatpejabat
pencatatan sipil pada dinas membuat catatan pinggla register akta
kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
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(3) Bagi anak yang kelahirannya di luar daerah, petaraj@gengangkatan anak
dilakukan di dinas atau UPTD instansi pelaksanayyaenerbitkan akta
kelahiran.

(4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangaatdn sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalamafeean Kepala Daerah.

Paragraf 2

Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 53

(1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing olehdMNar wilayah
NKRI, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundadgngan, wajib
dilaporkan ke Dinas, paling lambat 30 (tiga puluigri sejak yang
bersangkutan kembali ke daerah.

(2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mengukuhkaat sketerangan
pengangkatan anak.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkaskn sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalamafean Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 54

(1) Setiap pengakuan anak yang kelahirannya di daeagh dilaporkan oleh
orang tua kepada Dinas paling larnbat 30 (tiga lpuhari sejak tanggal
surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui ddehdari anak yang
bersangkutan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (ayatpejabat
pencatatan sipil pada Dinas mencatat dalam regiktarpengakuan anak
dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak seetmbomat catatan
pinggir pada register akta kelahiran dan kutipaa &klahiran.

(3) Bagi anak yang lahir di luar daerah, pencatatagaianan anak dilakukan
oleh Dinas atau UPTD instansi pelaksana yang mekanbakta kelahiran.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenu bagi orang
tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuanyangklahir di luar
hubungan perkawinan yang sah.

(5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan setsgaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalamateean Kepala Daerah

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 55

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh otaagkepada as
tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawirang tuanya
atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalngagatan
perkawinan orang tuanya.

(2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan patlapencatatan
perkawinan orang tuanya dicatat pada register@kteawinan, sedangkan
pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan hsepelacatatan
perkawinan orang tuanya dicatat dalam bentuk cataiaggir pada
register akta perkawinan.
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(3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimakaud pada ayat
(2), pejabat pencatatan sipil pada dinas membuataca pinggir pada
register akta kelahiran dan kutipan akta kelahénaak.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikesnu bagi orang
tua yang agamanya tidak membenarkan pengesaharyamgkahir diluar
hubungan perkawinan yang sah.

(5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesah&n sebhagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalamafean Kepala Daerah.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 56

(1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang beksdag kepada Das
yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lam3Ba(tiga puluh) hari
sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan rinegengenai
perubahan nama.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (ayatpejabat
psncatatan Sipil pada dinas membuat catatan pingggla register akta
pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan sab@gaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalamateean Kepala Daerah.

Bagian Kedua belas
Pencatatan Perubahan Status K ewar ganegar aan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status K ewar ganegar aan di Daerah

Pasal 57

(1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari Wsdegmra Asing
menjadi WNI, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutepada has
tempat peristiwa perubahan status kewarganegapdimg lambat 60
(enam puluh) hari sejak berita acara pengucapampauratau pernyataan
janji setia oleh pejabat.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (ayatpejabat
pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pingggla register akta
pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahas kewarganegaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebijutlaialam Peraturan
Kepala Daerah.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status K ewar ganegar aan bagi
Pemegang kewar ganegar aan ganda

Pasal 58

(1) bagi anak yang berkewarganegaraan ganda dan tedahlimsalah satu
kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas yamegmerbitkan
kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 p@rbelas) hari sejak
tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkaatyran perundang-
undangan untuk memilih berakhir.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (ayatPejabat
Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pipggla register akta
pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
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(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahas kewarganegaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebijatlalalam Peraturan
Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Belas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 59

(1) Setiap pencatatan peristiwa penting lainnya wajlapdrkan penduduk
kepada dinas di tempat terjadinya peristiwa pentangnya paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan papan pengadilan negeri.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (ayatpejabat
pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pingggla register akta
pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwaingeninnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebijatlalalam Peraturan
Kepala Daerah

Bagian Keempat Belas
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 60

(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan untuia gang mengalami
kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang mekarbikutipan akta
pencatatan sipil, baik atas inisiatif pejabat p&tea sipil atau diminta
oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) harialsegliterima oleh
pemohon.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (ayatpejabat
pencatatan sipil pada Dinas membuat akta pencaspénbaru untuk
menggantikan akta pencatatan sipil dimana terddesialahan tulis
redaksional dan menarik serta mencabut akta pdanasipil lama dari
pemohon.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulanpakicatatan sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebijatlalalam Peraturan
Kepala Daerah.

. Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 61

(1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil d#akudeh pejabat
pencatatan sipil pada Dinas yang menerbitkan adtaaiatan sipil paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusangadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (ayatpejabat
pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pingggla register akta
pencatatan sipil dan menarik dan mencabut kutiggn@encatatan sipil.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan cakatan sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebijutlaialam Peraturan
Kepala Daerah.
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BAB VII
AKTA PENCATATAN SIPIL
Pasal 62

Akta pencatatan sipil terdiri atas :

a.
b.

(1)

(2)

3)

(4)
(5)

(1)

(@)

(1)

(@)

register akta pencatatan sipil; dan
kutipan akta pencatatan sipil.

Pasal 63
Register akta pencatatan sipil terdiri atas :
a. kelahiran;
b. kematian;

c. perkawinan;
d. perceraian; dan
e. pengakuan anak.
Register akta pencatatan sipil sebagaimana dimakmadh ayat (1)
dikelompokkan menurut :
a. WNI dan orang asing; dan
b. waktu pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
Register akta pencatatan sipil memuat :
. jenis peristiwa penting;
. NIK dan status kewarganegaraan;
. hama orang yang mengalami peristiwa penting;
. hama dan identitas pelapor;
. tempat dan tanggal peristiwa;
nama dan identitas saksi;
. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
. hama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirahedt dinas.
Register akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

SO SO OO0 T

Pasal 64

Register akta pencatatan sipil yang hilang ataakjudicatat kembali ke
dalam daftar register, setelah pejabat pencataipih membuktikan
kebenaran materiil berdasarkan :

a. kutipan akta pencatatan sipil dan bukti lainnyauat

b. penetapan pengadilan negeri.

Pembuktian kebenaran secara materiil terhadap pkda register akta
pencatatan sipil yang hilang atau rusak dimaksudjadetanggung jawab
Dinas.

Pasal 65
Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipéta :
a. kelahiran;
b. kematian;

c. perkawinan;

d. perceraian; dan

e. pengakuan anak.

Kutipan akta pencatatan sipil memuat :

a. jenis peristiwa penting;

b. NIK dan status kewarganegaraan;

C. hama orang yang mengalami peristiwa penting;
d. tempat dan tanggal peristiwa;

e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
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f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan y@datg terdapat
dalam register akta pencatatan sipil

Pasal 66

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilangak, dalam penguasaan
salah satu pihak/dalam sengketa, atas permintaatlige dari yang
bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkapadwbaru.

BAB VIII

PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI

Bagian Kesatu

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 67

(1) Dinas melakukan pendataan penduduk rentan adnaisiggpendudukan.

(2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudslkdagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. penduduk korban bencana alam;
b. penduduk korban bencana sosial,
c. orang terlantar; dan
d. komunitas terpencil.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada aydig{lnakan sebagai
dasar penerbitan dokumen kependudukan untuk pekdudmtan
administrasi kependudukan.

(4) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rexgdamnistrasi
kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (tLy digdoih lanjut
dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Pendataan Penduduk Yang Tidak mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 68

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan semgilam
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibaetu Dinas atau dapat
meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ageladtuduk yang
tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, chsi&tdan cacat mental.

(3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada Hydil¢kukan oleh
petugas dinas dengan mendatangi penduduk sebagauimaaksud pada
ayat (2) di lokasi tertentu.

(4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ra#talaarganya atau
orang yang diberi kuasa.

(5) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk yedak mmampu
mendaftarkan sendiri dalam pendaftaran penduduk pggrcatatan sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebijutlalalam Peraturan
Kepala Daerah.
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BAB IX
Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 69

(1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilgicalaeh Dinas.

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada Jydtsfinpan dalam
ruang data center Dinas.

(3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud padgl3yatisimpan
dalam ruang dokumen Dinas.

(4) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksial ayat (1)
dibuatkan data cadangawak up data).

BAB X

WAKTU PENYELESAIAN
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 70

Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenarayan dimiliki, wajib
menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhseyaua persyaratan,
sebagai berikut :

KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari:

surat keterangan pindah datang paling lambat 1pdebelas) hari;

surat kerangan pindah ke luar negeri paling larhidgempat belas) hari;
surat keterangan tempat tinggal untuk orang asgugg ymemiliki izin
tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belag) har

surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (ernelais) hari;

surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (erbpéds) hari;

surat keterangan kematian paling lambat 3 (tigd) ha

surat keterangan pembatalan perkawinan paling lamfajuh) hari;
surat keterangan pembatalan perceraian paling kmipajuh) hari;
kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30a(pgluh) hari.

apop

T Tsa oo

BAB XI

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 71

Apabila daerah atau sebagian daerah dinyatakamdaladaan darurat dengan
segala tingkatannya menurut peraturan perundanghgath maka
penyelenggaraan peristiwva kependudukan dan pesigiemting dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akiéatana alam, Dinas
melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi daarkdencana alam.

(2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksiadayat (1), Dinas
menerbitkan surat keterangan pengganti tanda tdentatau surat
keterangan pencatatan sipil.

(3) Surat keterangan pengganti tanda identitas atawat sketerangan
pencatatan sipil digunakan sebagai tanda buktikupémerbitan dokumen
kependudukan.
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(4) Persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterapgngganti tanda
identitas atau surat keterangan pencatatan sipggsemana dimaksud
pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peratitapala Daerah.

BAB XI|I
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pasal 73

(1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukardadrah dilakukan
oleh Dinas.

(2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukaagsmana dimaksud
pada ayat (1) menggunakan SIAK.

(3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan BkxHasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melgalayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada gydintanfaatkan
untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang epetahan dan
pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan SIAK

Pasal 75

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK dibebanada anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

BAB Xl
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 76

(1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penygganaan administrasi
kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh dinas.

(2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagna dimaksud pada
ayat (1), meliputi :

. nomor KK;

. NIK;

tanggal, bulan dan tahun lahir;

. keterangan tentang kecatatan fisik dan/atau mental;

. NIK ibu kandung;

NIK ayah kandung; dan

. Catatan peristiwa-peristiwa penting.

Q0 Q0T
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Pasal 77

(1) petugas pengelola data dan informasi kependuduketa @inas dan
kecamatan diberikan hak akses.

(2) Petugas pada dinas sebagaimana dimaksud padd petd(ri dari :
a. supervisor perijinan;
b. operator pendaftaran penduduk;
C. operator pencatatan sipil; dan
d. operator layanan data dan informasi.

(3) Petugas pada kecamatan sebagaimana dimaksud @ada)agrdiri dari :
a. operator pendaftaran penduduk WNI; dan
b. operator layanan data dan informasi.

(4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untrkasukkan,
meyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghsgntes,mencetak
data pribadi.

Pasal 78

(1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalasal F& ayat (1)
hanya dapat diakses setelah mendapat izin yangrgnstan atau untuk
kepentingan penyidikan.

(2) Persyaratan dan tata cara penggunaan data pridaatjamana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturapdda Daerah.

BAB XIV
PELAPORAN

Pasal 79

(1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di dadifaporkan oleh
Dinas kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepaberr@r Jawa
Timur dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan irastnasi
kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (i)r diengan
Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 80

(1) Kepala Daerah mengangkat pejabat pegawai negetiysipg lingkup
tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang admisistependudukan
sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimaatrddalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimalseh ayat (1) dalam
melaksanakan tugas penyidikan bewenang untuk :

a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atantadkum tentang
adanya dugaan tindak pidana administrasi kependunuk

b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanyardtigdak pidana
administrasi kependudukan;
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c. memanggil orang untuk dimintai keterangannya aténya dugaan
sebagaimana dimaksud huruf b;
d. membuat dan menandatangani berita acara pemerksaan
e. menyerahkan berita acara pemeriksaan kepada ple®@liRI.
(3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PenyidiawRedNegeri Sipil
serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengematuran
perundang-undangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berdgrada apabila melampaui

batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebaga dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28(ayaPasal 30 ayat (1), Pasal

32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), sebagai berikut

a. untuk penduduk WNI paling tinggi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus
ribu);dan

b. untuk penduduk WNA/orang asing paling tinggi sebé§a 1.000.000,00
(satu juta).

Pasal 82

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif bergrada apabila melampaui

batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagairdanaksud dalam Pasal

35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasalyd0 (1), Pasal 43 ayat (1),

Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (13 R8sayat (1), Pasal 51 ayat

(1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal 54 ayaP€@l5al 55 ayat (1), Pasal 56

ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1), sebagai berikut :

a. untuk penduduk WNI paling tinggi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus
ribu);dan

b. untuk penduduk WNA/orang asing paling tinggi sebéga 1.000.000,00
(satu juta).

Pasal 83

(1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasay£1(5) yang
berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda adtratif paling
banyak sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu).

(2) Setiap orang asing pemegang izin tinggal terbatag) Yerpergian tidak
membawa surat keterangan tempat tinggal dikenadadeadministrasi
sebesar paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu)

Pasal 84
Dalam hal Pejabat pada dinas melakukan tindakam sgagaja melakukan
tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen #adakan dalam batas
waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah ikenékan sanksi berupa
denda sebesar paling banyak Rp. 10.000.000,00I(¢ejota).

Pasal 85

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam| Fdsaampai dengan
Pasal 84 merupakan penerimaan daerah.
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BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

Tindak pidana di bidang administrasi kependudukangydilakukan oleh
penduduk, petugas, dan badan hukum diancam dengkmmian pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republibnesla Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitteantalah ada pada saat
Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetpaku sampai dengan
diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkaati®an Daerah ini.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap yakrd paling
lambat tahun 2011;

b. KTP seumur hidup yang telah mempunyai NIK tetapaier dan yang
belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Farafdaerah ini;

c. KTP yang diterbitkan belum mengacu dalam PasaétEptberlaku sampai
dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, s@ewduran pelaksanaan di
daerah yang berkaitan dengan Administrasi keperdudulinyatakan tetap
belaku sepanjang tidak bertentangan dan belum filigeesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 90
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, niRataturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 04 tahun 2005 tentang PenyelenggaPendaftaran

Penduduk (Lembaran Daerah kota Pasuruan Tahun R@®dor 01 Seri C ),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggailddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ypetagngan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaramab#&eta Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 01 Mei 2010

WALIKOTA PASURUAN,

ttd

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 11 Oktober 2010

PLT. SEKRETARISDAERAH KOTA PASURUAN

ttd,

Drs. H. BAHRUL ULUM ,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010,
NOMOR 04

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

Ttd,
SUDIONO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat |
NIP. 19570216 198603 1 006
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 04 TAHUN 2010
TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Replraldnesia Nomor 23 Tahun
2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependuduan peraturan pelaksanaannya,
maka perlu merubah Peraturan Daerah Kota Pasurgamorn04 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Bahwa dalam rangka kemudahan administrasi kepetkdnd dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat di bidang pendaft@m@iuduk dan pencatatan sipil maka perlu
adanya pengaturan tentang penyelenggaraan pemdaft@nduduk dalam kerangka sistem
informasi manajemen kependudukan di Kota Pasuruangah menuangkan beberapa
kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah.

. PASAL DEMI| PASAL.

Pasal 1 . Adanya pengertian tentang istilah dalaasalp ini
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir
dan salah pengertian dalam memahami dan
melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.

angka 2 . Kata “secara sah” bagi WNI dan oranggagamegang
izin tinggal tetap memiliki KK dan KTP.
Pasal 2 s/ d Pasal 91 . Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 03
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